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ABSTRAK 

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kewenangan pemerintah dalam mengatasi konflik social di Desa 

Ratatotok Selatan Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. Analisis ini menggunakan penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian ini adalah Perangkat Desa, Masyarakat Desa 

Ratotok Selatan, Pemilik Tambang, Pekerja Tambang, Aparat Kepolisian Sektor Ratatotok, dan Komandan 

Koramil Belang. Pengumpulan informasi menggunakan teknik informasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam 

penelitian ini analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari 

penelitian menunjukan suatu efektivitas program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dengan 

menggunakan 3 indikator, yaitu:(1) Atribusi, kewenangan atribusi dikatakan belum baik. Meskipun terdapat 

beberapa ketidakpuasan dan konflik kecil diantara pihak-pihak yang terlibat, Masyarakat percaya bahwa 

perbedaan ini dapat diselesaikan melalui diskusi dan partisipasi aktif; (2) Delegasi, kewenangan delegasi 

dikatakan belum baik. Perbedaan pandangan antara pihak yang mendelegasi kewenangan dan pihak yang 

menerima delegasi sering kali muncul, tetapi masih dapat terselesaikan melalui dialog dan pencatatan yang 

jelas; (3) Mandat. Kewenangan mandat dikatakan belum baik. Transparansi dalam pelaksanaan mandat selalu 

diupayakan, dan kepercayaan Masyarakat terhadap akuntabilitas dalam menggunakan kewenangan mandat 

perlu diperkuat melalui bantuan dan kerjasama. 

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah, Konflik Sosial 

 

ABSTRACT 

This research is to find out how the government has authority to resolve social conflicts in South 

Ratatotok Village, Ratatotok District, Southeast Minahasa Regency. This analysis uses qualitative 

research with a descriptive approach. The informants for this research were Village Officials, South 

Ratotok Village Community, Mine Owners, Mine Workers, Ratatotok Sector Police Officers, and the 

Belang Koramil Commander. Information collection uses information techniques, interviews and 

documentation. In this research, data analysis uses data reduction, data presentation, and drawing 

conclusions. The results of the research show the effectiveness of government programs in 

empowering communities using 3 indicators, namely: (1) Attribution, attribution authority is said to 

be not good. Although there are some dissatisfaction and minor conflicts between the parties 

involved, the Community believes that these differences can be resolved through discussion and 

active participation; (2) Delegation, the delegation's authority is said to be not good. Differences in 

views between the party delegating authority and the party receiving the delegation often arise, but 

can still be resolved through dialogue and clear recording; (3) Mandate. The mandate of authority 

is said to be not good. Transparency in the implementation of mandates is always sought, and public 

trust in accountability in using mandate authority needs to be strengthened through assistance and 

cooperation. 

Keywords: Government Authority, Social Conflict 
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PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara yang memiliki 

masyarakat terdiri dari berbagai suku, agama, 

ras dan golongan. Perbedaan pandangan dan 

tujuan sering dipandang sebagai masalah yang 

hanya dapat diselesaikan jika kita semua 

memiliki maksud yang sama, atau suatu 

pandangan lebih kuat dari pandangan lain. 

Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut 

seringkali menimbulkan gesekan-gesekan sosial 

oleh adanya seluruh kepentingan masyarakat 

agar tetap berintegrasi dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Kewenangan adalah hak untuk 

melakukan sesuatu atau memerintah orang lain 

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan 

biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. 

Kewenangan desa adalah kewenangan yang 

dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang 

penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2014 Pasal 26 Kewenangan pemerintah 

desa adalah kekuasaan yang ada pada 

pemerintah untuk menjalankan fungsi dan 

tugasnya dari keseluruhan pelaksanaan dan 

wewenang pemerintahan yang dilakukan atau 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di 

bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa berdasarkan hak dan adat 

istiadat desa. 

Berdasarkan Undang-undang nomor 32 

Tahun 2004 prinsip dasar penyelenggaraan 

pemerintah desa ntuk menjamin 

terselenggaranya tertib pemerintahan yang 

sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, maka pengaturan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan desa sejauh 

mungkin diseragamkan. 

Masalah konflik di Indonesia 

merupakan fenomena yang tidak asing lagi 

karena wujudnya yang sebagian besar telah 

mengarah pada suatu kekerasan sosial dan telah 

meluas pada berbagai lapisan masyarakat. 

Konflik pada umumnya diakibatkan oleh 

perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan 

perbuatan. Sikap dasar yang sulit dan tidak ingin 

menerima atau menghargai perbedaan, maka 

dapat mengubah seseorang akan berpikir suatu 

konflik, seperti inilah yang akan membuat suatu 

masalah kecil dan sederhana sebagai alasan 

untuk menciptakan konflik. 

Pada tahun 1870, seorang kelompok 

orang asing datang dengan maksud membuka 

perusahaan tambang emas yang diberi nama 

MEIN BOU. Perusahaan ini dipimpin oleh dua 

orang, yaitu KILIK dari Inggris dan BAKER 

dari Belanda. Saat mereka memasuki hutan, 

mereka bertemu dengan para penangkap burung 

dan menanyakan tentang pekerjaan yang 

mereka lakukan. Para penangkap burung ini 

menjawab dengan kata "MONONOTOK," yang 

berarti menangkap burung dengan cara 

menggunakan getah. Mereka juga menyebut 

lokasi tersebut sebagai "TOTOK" untuk 

mempermudah pengucapan.  

Dikteehaui teerdapat veersi lain yang 

meenyatakan bahwa keegiatan tambang eemas di 

daeerah ini sudah dimulai pada tahun 1850-an, 

teercatat pada peeta British Sulaweesi seebagai 

tambang eemas Gunung Tottik. Pada laporan 

Beelanda tahun 1914, diseebutkan bahwa 

peenambangan 4 eemas teelah dilakukan di Hais 

oleeh peenduduk seekitar Bolaang Mongondow 

seekitar tahun 1898. Saat Beelanda meeneemukan 

daeerah tambang teerseebut, lorong bawah tanah 

yang seempit dan panjang teelah dikeembangkan 

deengan teeknik peeleedakan. Beelanda meembangun 



 

67 
 

20 meesin peenumbuk bijih pada tahun 1900 di 

deekat pantai, keemudian ditambah meenjadi 60 

peenumbuk bijih pada tahun 1910. Total 

produksi eemas meencapai 5.060 kg dari tahun 

1900 hingga 1921.  

Seebeelumnya, banyak masyarakat di 

seekitar gunung dan pinggiran sungai meelakukan 

keegiatan peertambangan. Namun deengan 

keedatangan peerusahaan "Maskapai Beelanda" 

pada tahun 1885, sisteem peemilik tambang 

beerubah meenjadi peekeerja. Akhirnya, seeiring 

beerakhirnya peertambangan, banyak masyarakat 

pindah dari kawasan peegunungan meenuju 

daeerah pantai yang leebih reendah. Peerpindahan 

ini meenciptakan deesa yang keemudian dibeeri 

nama RATATOTOK, yang artinya datar atau 

landai (RATA) di daeerah seekitar peertambangan 

(TOTOK). Seejak awal Keemeerdeekaan Indoneesia, 

wilayah deesa ini meenjadi bagian dari Deesa 

Ratatotok, Keecamatan Beelang, Kabupateen 

Minahasa. Pada tanggal 16 Agustus 1995, deesa 

ini dibagi meenjadi eempat bagian, teermasuk 

Ratatotok Seelatan yang dipimpin oleeh Hukum 

Tua Jantjee Aring. Seecara deefinitif, Hukum Tua 

Jantjee Aring meemimpin Deesa Ratatotok Seelatan 

pada peeriodee tahun 2001-2006. Deesa ini 

meerayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 17 

Juni. Pada tahun 2003, wilayah administratif 

deesa Ratatotok Seelatan masuk kee dalam 

Keecamatan Beelang, Kabupateen Minahasa 

Seelatan.  

Pada tahun 2009 deengan peembeentukan 

Kabupateen Minahasa Teenggara, wilayah 

administratif deesa Ratatotok Seelatan beerada di 

wilayah Keecamatan Ratatotok. Keemudian, pada 

tahun 2010, Deesa Ratatotok Seelatan dimeekarkan 

meenjadi dua deesa, yaitu Ratatotok 5 Seelatan 

yang dipimpin oleeh Hukum Tua Markus M. 

Korua dan Ratatotok Teenggara yang dipimpin 

oleeh Hukum Tua Mikee S. Porajow. Nama 

"Ratatotok Seelatan" dipilih kareena wilayah ini 

teerleetak di seebeelah seelatan, deesa ini yang teerdiri 

dari 15 deesa dan salah satunya deesa Ratatotok 

Seelatan yang teerleetak di keetinggian 100meeteer 

dari peermukaan laut dan meerupakan wilayah 

peesisir pantai, dalam hal ini deesa Ratatotok 

Seelatan meemiliki peermasalahan meengeenai 

konflik sosial yang seering teerjadi. 

Keeweenangan peemeerintah deesa dalam 

peenanganan konflik ini deengan cara tidak 

meelindungi masyarakat, kareena peemeerintah 

masih kurang meempeerhatikan dalam 

meenanggapi deengan kasus teerseebut. Contohnya 

kasus pada 15 Juni 2020 beerawal dari seejumlah 

peenambang asal Minahasa Seelatan yang 

meenakut-nakuti para peenambang asal Minahasa 

Teenggara deengan meenggunakan seenjata tajam 

seepeerti tombak, samurai dan sajam lainnya. Para 

peemilik lahan tambang yaitu warga Minahasa 

Teenggara seerta para peengangkut mateerial 

deengan meenyabotasee lokasi lahan, bahkan 

oknum peenambang peendatang ini yang meencuri 

barang mateerial yang sudah siap diolah maka hal 

itu dapat meemicu peertikaian di deesa Ratatotok. 

Namun kareena beelum ada peeraturan yang 

meengikat para peenambang rakyat seehingga 

langkah yang diambil peemeerintah deesa untuk 

meemutus dan meenceegah konflik-konflik 

seelanjutnya, peemeerintah deesa meelibatkan aparat 

polseek Ratatotok dan koramil untuk peenanganan 

konflik teerseebut. 

Beerdasarkan peenjeelasan di atas, maka 

peerlu di analisis leebih meendalam dan dikeetahui 

leebih jeelas meengeenai peermasalahan yang teerjadi 

seehubungan deengan hal teerseebut, atas dasar 

peermasalahan yang dikeemukakan pada latar 

beelakang, maka peenulis teertarik meelakukan 

peeneelitian meendalam teerhadap Keeweenangan 

Peemeerintah dalam Meengatasi Konflik Sosial di 

Deesa Ratatotok Seelatan Keecamatan Ratatotok 

Kabupateen Minahasa Teenggara. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Peneliti Terdahulu 

1. Ongki (2019) deengan judul Peeran Keepala 

Deesa Dalam Meenyeeleesaikan Konflik 

Antar Masyarakat Beerdasarkan Peeraturan 

Peemeerintah Nomor 2 Tahun 2015. 

Peeneelitian ini meenggunakan meetodee 

kualitatif. Hasil peeneelitian meenunjukkan 

factor peemicu teerjadinya konflik antar 

Masyarakat di Deesa Reendah. (1) 

Kurangnya lapangan peekeerjaan dan 

masalah minuman keeras; (2) komunikasi 

yang kurang, (3) adanya hiburan malam. 

Peeranan Keepala Deesa dalam peenyeeleesaian 

konflik yang teerjadi antar Masyarakat di 

Deesa Reenda, yakni (1) konsilasi, beentuk 

konsilasi teerjadi pada Masyarakat politik. 

Leembaga parleemeenteer yang didalamnya 

teerdapat beerbagai keelompok keepeentingan 

akan meenimbulkan peerteentangan, (2) 

Meediasi, Keepala Deesa Reendah, Tokoh 

Masyarakat dan pihak keepolisian sudah 

meelakukan keerjasama meendamaikan para 

peemuda yang beerkonflik, akan teetapi 

peerdamaian yang meereeka lakukan hanya 

seebatas peerdamaian saja. Hal teerseebut 

beelum mampu meereeda munculnya 

keembali konflik. (3) Pihak Keepolisian, 

Keepala Deesa dan Tokoh Masyarakat 

meenjadi peeneengah keelompok yang 

konflik. 

2. Komaling, dkk (2018) deengan judul 

Peeranan Peemeerintah dalam Meenangani 

Konflik Antar Kampung di Keecamatan 

Dumoga Barat Kabupateen Bolaang 

Mongondow. Peeneelitian ini meenggunakan 

peendeekatan deeskriptif kualitatif. Hasil 

peeneelitian meenunjukkan bahwa 

Peemeerintah Keecamatan beekeerjasama 

deengan Peemeerintah Deesa beeseerta Tokoh 

Masyarakat dalam upaya peenanganan 

konflik deengan teerleebih dahulu 

diseeleesaikan deengan cara keekeeluargaan 

untuk meencapai peerdamaian, apabila tidak 

meemungkinkan maka ditindaklanjuti 

meelalui jalur hukum. 

3. Ramadhanti (2021) deengan judul Peeran 

Peemeerintah Deesa dan Peemuka Masyarakat 

dalam Meenyeeleesaikan Konflik Sosial 

Masyarakat di Deesa Kalampa Keecamatan 

Kabupateen Bima. Hasil peeneelitian 

meenunjukkan bahwa peeran Peemeerintah 

Deesa dan Peemuka Masyarakat dalam 

meenyeeleesaikan konflik social Masyarakat 

di Deesa Kalampa Keecamatan Kabupateen 

Bima peerlunya meemahamai Keepala Deesa 

seebagai peemimpin seekaligus dapat 

meenjadi meediator dalam peenyeeleesaian 

konflik antar Masyarakat atau keelompok. 

Konsep Kewenangan 

Keeweenangan adalah keekuasan yang 

meembuat Keeputusan untuk meemeerintah dan 

meelimpahkan tanggung jawab keepada orang 

lain. Seecara peengeertian beebas, keeweenangan 

adalah hak seeorang individu untuk meelakukan 

suatu tindakan deengan batas-batas teerteentu dan 

diakui oleeh individu lain dalam suatu keelompok. 

Hadjon (2008:87) meengatakan bahwa 

seetiap tindakan peemeerintahan dibeerikan syarat 

untuk mampu beertumpu atas keeweenangan yang 

sah. Keeweenangan itu dipeeroleeh dari tiga sumbeer, 

yaitu atribusi, deeleegasi, dan mandat. 

Keeweenangan atribusi lazimnya digariskan 

meelalui peembagian keekuasaan neegara oleeh 

Undang-Undang Dasar. Seedangkan 

keeweenangan deeleegasi dan mandat adalah 

keeweenangan yang beerasal dari peelimpahan 

weeweenang yang teerdiri atas seekurang-

kurangnya tiga komponeen, yaitu peengaruh, 

dasar hukum, dan konformitas hukum. 

Ridwan (2014:103) meengatakan bahwa 

keeweenangan tidaklah sama deengan keekuasaan 

kareena keekuasaan hanyalah meenggambarkan 

hak untuk beerbuat atau tidak beerbuat. 
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Seedangkan, weeweenangan meengandung hak dan 

juga keewajiban. Keewajiban dari suatu 

keeweenangan teerdiri dari keeweenangan seecara 

horizontal dan veertical. Keeweenangan horizontal 

beerarti keekuasaan teerseebut digunakan untuk 

meenyeeleenggarakan peemeerintah seebagaimana 

meestinya. Seedangkan, keeweenangan veertical 

beerarti keekuasaan teerseebut adalah untuk 

meenjalankan peemeerintahan dalam suatu teertib 

ikatan peemeerintahan neegara seecara keeseeluruhan 

Konsep Pemerintah 

Meenurut Rasyid dalam Muhadam 

Labolo (2011:35) tujuan utama dibeentuknya 

peemeerintah adalah untuk meenjaga suatu sisteem 

keeteertiban di mana masyarakat bisa meenjalani 

keehidupan seecara wajar. Peemeerintah diadakan 

tidaklah untuk meelayani dirinya seendiri, teetapi 

untuk meelayani masyarakat, meenciptakan 

kondisi yang mungkin seeltiap anggota 

masyarakat untuk meengeembangkan 

keemampuan dan kreeativitasnya deemi meencapai 

keemajuan beersama. Deengan deemikian 

peemeerintah dapat ditinjau dari seejumlah aspeek 

peenting seepeerti keegiatan struktur fungsional, 

maupun tugas keeweenangan. Keegiatan 

peemeerintah beerkaitan deengan seegala aktivitas 

yang teerorganisasi, beersumbeer pada keedaulatan 

dan beerlandaskan pada dasar neegara, meengeenai 

rakyat dan neegara, seerta deemi tujuan neegara. 

Meenurut R. Mac Iveer dalam Inu 

Keencana Syafieel (2003:135) peemeerintah itu 

adalah seebagai suatu organisasi dari orang-

orang yang meempunyai keekuasaan, bagaimana 

manusia itu bisa dipeerintah. Bahkan ia juga 

meelihat peemeerintah seebagai seebuah peerusahaan 

beesar dari seegala peerusahaan manusia yang ada. 

Peemeerintah ialah seekulmpulan orang yang 

meengeelola keeweenangan-keeweenangan, 

meelaksanakan keepeemimpinan dan koordinasi 

peemeelrintahan seerta peembangunan masyarakat 

dari leembaga-leembaga yang meereeka teempatkan. 

Peemeerintahan meerupakan organisasi 

atau wadah yang meempunyai keekuasaaan atau 

leembaga yang meengurus masalah keeneegaraan 

dan keeseejahteeraan rakyat dan neegara. 

Peemeerintah dalam arti luas adalah seegala 

keegiatan badan-badan pulblik yang meeliputi 

keegiatan leegislatif, eekseekultif dan yudikatif 

dalam usaha meencapai tujuan neegara seerta 

meemiliki keekuasaan untuk meeneerapkan hukum 

dan undang-undang di wilayah teerteentu. 

Konsep Konflik Sosial 

Konflik 

Peerlu dikeetahui bahwa salah satu factor 

teerjadinya peerubahan social adalah konflik. 

Deengan teerciptanya konflik social maka dalam 

struktur Masyarakat dapat beerubah seecara 

fundameental. Di dalam teeori konflik teerseebut 

adanya dominsasi dan keekuasaan dalam 

Masyarakat yang meenghasilkan peerbeedaan 

deengan adanya keepeentingan yang beerbeeda juga 

dapat meenimbulkan konflik. 

Wiriawan (2010:1) meendeefinisikan 

konflik seebagai salah satu eeseensi dari keehidupan 

dan peerkeembangan manusia yang meempunyai 

karakteeristik yang beeragam. Teeori konflik juga 

dikatakan seebuah upaya yang dipeerlukan agar 

teerciptanya seebuah peerubahan social dalam 

Masyarakat yang dicapai meelalui keeseepakatan 

beersama dan conseensus diatas keepeentingan-

keepeentingan yang ada. 

Coseer (1956:16-19) dalam meembahas 

teeorinya yakni seeorang beerkeebangsaan Ameerika 

meenyatakan peemahaman teentang konflik 

seebagai keesadaran yang teerceermin dalam 

seemangat peembaharuan Masyarakat. Albion 

Amall dan Geeorgee Ee. Vinceen seebagai peengarang 

teerkeenal buku teeks peertama Sosiologi Ameerika, 

misalnya meenceerminkan orieentasi peembaharuan 

sosiologi keetika meenulis sosiologi dilahirkan 

dalam seemangat modeern untuk meempeerbaiki 

Masyarakat (dalam Coseer 1956:17). Akan 
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teetapi, para ahli sosiologi konteemporeer teelah 

meengabaikan Analisa konflik social seebagai 

implicit meelihatnya seebagai deestruktil atau 

patologi bagi keelompok social. 

Social 

Manusia dikeenal seebagai makhluk 

social kareena keehidupannya seelalu beerkaitan 

deengan Masyarakat lainnya. Seecara luas, 

deefinisi dari social adalah acuan pada 

hubuungan antar individu atau keelompok yang 

meemiliki inteeraksi social dan biasanya dibatasi 

seerta diatur oleeh norma social dan budaya. Antar 

individu teerseebut meemiliki masing-masing 

posisi social dan meenjalankan peeran social. 

Syahrial Syarbaini dan Rudiyanta 

(2009: 25-26) meengatakan bahwa beentuk umum 

dari prosees social adalah inteeraksi social. Oleeh 

kareena itu, inteeraksi social meerupakan syarat 

utama teerjadinya aktivitas dalam Masyarakat. 

Beentuk lain dari prosees social hanya meerupakan 

beentuk-beentuk khusus dari inteeraksi social. 

Inteeraksi social meerupakan hubungan social 

yang dinamis dan meenyangkut hubungan antara 

orang peerorangan deengan keelompok manusia. 

Konsep Masyarakat 

Masyarakat adalah seekeelompok 

manusia yang teerjalin eerat kareena systeem 

teerteentu, tradisi teerteentu, konveensi dan hukum 

teerteentu yang sama, seerta meengarah pada 

keehidupan koleektif. Istilah Masyarakat dapat 

meenggambarkan bahwa hakikat manusia yang 

seenantiasa ingin hidup beersama deengan orang 

lain. Masyarakat juga tidak akan bisa dileepaskan 

dari keebutdayaan dan keepribadian. Hal ini 

kareena individu didalamnya tidak dapat leepas 

dari nilai-nilai, norma, tradisi, keepeentingan, dan 

lain seebagainya. Beerikut ini beebeerapa ciri-ciri 

Masyarakat: 

1. Hidup seecara beerkeelompok 

2. Meelahirkan keebudayaan 

3. Teerdapat inteeraksi antar anggota 

4. Meengalami peerubahan adanya 

peemimpin. 

Metode Penelitian 

Peeneelitian ini meenggunakan peendeekatan 

kualitatif deengan meendeeskripsikan dan 

meenganalisis suatu keejadian atau peeristiwa 

seesuai deengan masalah yang diangkat peeneeliti. 

Peeneelitian ini dilakukan di Deesa Ratatotok 

Seelatan Keecamatan Ratatotok Kabupateen 

Minahasa Teenggara. 

Adapun yang meenjadi informan 

peeneelitian ini adalah: 

a. Hukum Tua dan Peerangkat Deesa 

b. 4 Masyarakat Deesa Ratatotok Seelatan 

c. 2 Aparat Keepolisian Seektor Ratatotok 

d. Komandan Koramil Beelang 

Adapun yang meenjadi fokus peeneelitian 

yang teerkait deengan Keeweenangan Peemeerintah 

dalam Meengatasi Konflik Sosial di Deesa 

Ratatotok Seelatan deengan meenggunakan 3 

sumbeer dari Philipus M. Hadjon (2008:87), 

yaitu: 

a. Keeweenangan Antribusi 

b. Keeweenangan Deeleegasi 

c. Keeweenangan Mandat 

Data dipeeroleeh deengan meenggunakan 

teeknik obseervasi, wawancara, dan dokumeentasi. 

Keemudian, dianalisis deengan reeduksi data, 

peenyajian data, dan peenarikan keesimpulan. 

Hasil dan Pembahasan 

Atribusi 

Peemeerintah Deesa Ratotok dalam 

peenyeeleesaian konflik antara aparatur deesa dan 

Masyarakat, yaitu deengan meeneerapkan banyak 

aturan dan keebijakan. Namun dikeetahui 

peemeerintah beelum meelaksanakan aturan dan 

keebijakan teerseebut deengan baik kareena konflik 

social di Deesa Ratatotok Seelatan beelum 



 

71 
 

diteemukan peenyeeleesaian konflik. Peemeerintah 

dikatakan beelum baik dalam meengatasi konflik 

Deesa Ratatotok Seelatan kareena banyak keejadian 

atau peeristiwa teetapi peemeerintah tidak turun 

tangan untuk meengatasinya. Namun teerdapat 

juga konflik antara tradisi local dan reegulasi 

formal teerkait atribusi keeweenangan. 

Meeneemukan solusi teengah untuk meemeenuhi 

keebutuhan seemua pihak meenjadi peenting. 

Masyarakat dan pihak teerkait yang ada 

di Deesa Ratatotok beerupaya untuk meenjaga 

hubungan harmonis deengan meelibatkan dialog 

teerbuka, partisipasi dalam program social, dan 

peemeecahan masalah. Deengan deemikian, 

peemahaman Masyarakat teerhadap batasan 

keeweenangan deesa meenceerminkan upaya untuk 

meenceegah konflik, meengeedeepankan partisipasi 

aktif, dan meenjaga keeseeimbangan antara tradisi 

local dan reegulasi formal dalam peengambilan 

Keeputusan di tingkat deesa.  

Prosees peengambilan Keeputusan teerkait 

atribusi keeweenangan di Deesa Ratatotok Seelatan 

meeneerapkan seejumlah tahapan deengan 

meelibatkan partisipasi aktif Masyarakat deengan 

pihak teerkait untuk Keeputusan yang diambil 

meelalui rapat atau diskusi. Di mana, pada 

peemangku keepeentingan, peemeerintah deesa, dan 

Masyarakat meelakukan musyawarah untuk 

meemabahas isu-isu teerkait peengeelolaan 

keeweenangan tingkat deesa. 

Konflik yang muncul antara peemeerintah 

deesa dan Masyarakat Deesa Ratatotok dianggap 

diseeleesaikan deengan dialog teerbuka dan 

partisipasi aktif deemi keeseepakatan beersama, 

meeskipun masih teerdapat keetidakpuasan dan 

konflik keecil antara pihak-pihak teerlibat. 

Deengan deemikian, prosees peengambilan 

Keeputusan ini meenceerminkan upaya untuk 

meenceegah poteensi konflik yang dapat timbul 

dalam peengeelolaan keeweenangan di tingkat deesa. 

Hasil peeneelitian peeneeliti dari 

wawancara deengan beebeerapa informan 

meenunjukkan bahwa keeweenangan atribusi 

dikatakan beelum baik. 

Delegasi  

Deeleegasi keeweenangan di Deesa 

Ratatotok ada, meeskipun masih dikeetahui 

adanya peerbeedaan keeseepakatan teerkait 

inteerpreetasi atau impleemeentasinya yang 

keemudian diatasi meelalui partisipasi Masyarakat 

dalam prosees teerseebut. Upaya dan inisiatif 

dilakukan untuk meenyeeleesaikan konflik yang 

muncul teerkait deeleegasi keeweenangan, 

meelibatkan dialog, peencarian solusi teengah, dan 

eevaluasi hasil untuk meenceegah masalah yang 

beerkeepanjangan.  

Peengaruh keegiatan peertambangan 

teerhadap keehidupan seehari-hari Masyarakat 

Deesa Ratatotok sangat signifikan teerhadap 

eekonomi namun juga meembeerikan masalah 

teerkait dampak lingkungan dan keeseehatan.  

Konflik social yang diimpor dari luar 

daeerah turut meempeengaruhi eekonomi local 

teerutama bagi peenambang asli Deesa Ratatotok 

yang meengalami keesulitan dalam meencari 

keeuntungan akibat konflik yang dibawa oleeh 

pihak luar daeerah. Peenambang Deesa Ratatotok 

meenceegah konflik deengan meelakukan dialog 

dan program social guna meenciptakan situasi 

yang leebih damai. Namun, keegiatan 

peertambangan teerus meenimbulkan konflik 

kareena cara peengambilan eemas dan dampak 

lingkungan yang dibeerikan. Reespon peemeerintah 

beervariasi, yaitu deengan reespon ceepat teerkadang 

juga reespon yang dibeerikan lambat dalam 

meengatasi konflik.  

Hasil peeneelitian peeneeliti dari 

wawancara deengan beebeerapa informan 

meenunjukkan bahwa keeweenangan deeleegasi 

dikatakan beelum baik. 

Mandat 

Mandat ditingkat Deesa Ratatotok 

meelibatkan partisipasi aktif Masyarakat yang 
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umumnya seetuju deengan cara peenanganan 

keeweenangan di Deesa Ratatotok kareena dianggap 

tidak teerlalu rumit. Meeskipun teerdapat 

peerbeedaan peerseepsi antara pihak yang 

meembeerikan mandat dan yang meeneerimanya, 

Masyarakat Deesa Ratatotok ceendeerung 

meengatasi peerbeedaan ini meelalui diskusi dan 

peencarian solusi beersama. 

Peelaksanaan mandat diputuskan 

meelalui rapat atau diskusi deengan seebagaian 

beesar Masyarakat meenganggap cara ini cukup 

adil meeskipun tidak jarang diteemui adanya 

keetidakpuasan yang dapat diatasi meelalui 

komunikasi teerbuka.  

Aksees Masyarakat teerhadap sumbeer 

daya meenjadi konflik sosial. Peermasalahan hak 

tanah dan dan peereebutan sumbeer daya juga 

meenciptakan keetidakpastian dan hambatan 

aksees bagi Masyarakat deengan lingkungan 

meereeka. Hal ini beerdampak pada keebeerlanjutan 

gaya hidup tradisional dan hubungan 

Masyarakat deengan lingkungan meereeka. 

Hasil peeneelitian peeneeliti dari 

wawancara deengan beebeerapa informan 

meenunjukkan bahwa keeweenangan mandat 

dikatakan beelum baik. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Beerdasarkan hasil peeneelitian yang 

dilakukan peeneeliti maka akan dilakukan 

peenarikan keesimpulan bahwa indikator atribusi 

ini meenunjukkan peemahaman cukup baik dari 

Masyarakat Deesa Ratatotok Seelatan teerhadap 

batasan keeweenangan atribusi deesa. Meeskipun 

teerdapat beebeerapa keetidakpuasan dan konflik 

keecil yang diseeleesaikan meelalui diskusi. Konflik 

sosial muncul teerkait peertambangan dan 

meemeengaruhi beerbagai aspeek keehidupan, 

teermasuk eekonomi lokal. Seecara atribusi 

peemahaman masyarakat teerhadap batasan 

keeweenangan atribusi deesa meenjadi faktor 

peenting yang dapat meembantu peemeerintah 

dalam meenceegah poteensi konflik. 

Indikator deeleegasi ini meenunjukkan 

keeadilan di tingkat Deesa Ratatotok teerutama 

kareena adanya aturan dan proseedur yang diikuti. 

Peerbeedaan pandangan antara pihak diatasi 

meelalui dialog, partisipasi aktif dalam rapat, 

diskusi teerbuka, dan peengambilan keeputusan 

beersama. Seecara deeleegasi peerseepsi masyarakat 

teerhadap prosees deeleegasi keeweenangan sangat 

teergantung pada peemahaman aturan dan 

keebijakan yang meengatur deeleegasi teerseebut. 

Peerbeedaan pandangan antara pihak yang 

meendeeleegasi keeweenangan dan pihak yang 

meeneerima deeleegasi dapat muncul, teerutama 

teerkait distribusi keeweenangan. Peerbeedaan 

kapasitas atau keemampuan dapat diatasi meelalui 

bantuan dan peelatihan untuk meenciptakan 

keeadilan. 

Indikator mandat ini cukup adil kareena 

Keeputusan mandat dilakukan meelalui rapat atu 

diskusi. Adanya reegulasi atau peedoman yang 

meengatur peelaksanaan mandat di Deesa 

Ratatotok Seelatan meerupakan faktor yang dapat 

meempeengaruhi dinamika konflik. Partisipasi 

Masyarakat dalam peemantauan dan eevaluasi 

dianggap langkah peenting untuk meenyeeleesaikan 

konflik yang beerkeepanjangan. 

Saran 

Adapun saran yang dapat dibeerikan, 

yaitu indikator atribusi ini harus teerus 

ditindaklanjuti. Keemudian, disarankan 

meelakukan peenilaian meendalam teerhadap 

tingkat peemahaman masyarakat teerhadap 

batasan keeweenangan atribusi deesa, meelakukan 

eevalulasi seejauh mana peemahaman masyarakat 

meenceelgah poteensi konflik, meenganalisis seejauh 

mana keeteerlibatan aktif masyarakat dalam 

peereencanaan dan impleemeentasi keebijakan teerkait 

atribusi keeweenangan, meeninjau dampak 

partisipasi aktif teerhadap keeputusan yang leebih 

inklulsif dan diteerima oleeh masyarakat. 
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Indikator deeleegasi ini harus teerus 

ditindaklanjuti deengan meengeembangkan dan 

meempeerkuat meekanismee formal dalam 

meengeelola konflik social ditingkat deesa. Seecara 

deeleegasi masyarakat peerlu dibeerikan eedukasi 

leebih lanjut teentang aturan dan keebijakan yang 

meengatur deeleegasi keeweenangan. Program 

eedukasi ini dapat meembantu meeningkatkan 

peemahaman masyarakat, seehingga poteensi 

konflik akibat keetidakseepakatan atau 

inteerpreetasi yang beerbeeda dapat diminimalkan 

Indikator mandat ini harus teerus 

meelakukan eevaluasi. Jadi, disarankan untuk 

meelakukan peenilaian meengeenai seejauh mana 

leembaga peenyeeleesaian konflik dapat meemeenuhi 

keebutuhan Masyarakat dan meemeecahkan 

seengkeeta deengan adil. Hal teerseebut dapat 

dilakukan deengan meelalukan studi 

peerbandingan antara Deesa Ratatotok Seelatan 

deengan daeerah lainnya yang meemiliki 

meekanismee peenyeeleesaian konflik yang baik, 

seerta mampu meeneelaah factor-faktor yang 

meembuat meekanismee teerseebut beerhasil yang 

keemudian dapat diteerapkan di konteeks Deesa 

Ratatotok Seelatan. 
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